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ABSTRAK 

 

 

Erikson Sitorus. 201410115073. Skripsi. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai 

Negeru Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 

244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putuan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT). 

Putusan Pengadilan harus memuat argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan 

hukum termasuk hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh semata-mata atas dasar 

intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan 

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada atau sesuai azas-azas umum 

pemerintahan yang baik. Untuk mencapai putusan yang memenuhi rasa rasa keadilan bagi 

para pihak dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang Kesenjangan Hukum (disparitas)  antara Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT 

Dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu meneliti dari bahan pustaka 

yang ada dan melihat gejala yang muncul dimasyarakat.  

Hasil dari penelitian ini penulis menemukan kesenjangan hukum (disparitas) dari kedua 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersbut. Dimana salah satu Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 
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ASTRACT 

 

Erikson Sitorus, 2014115073, Thesis, The gap judicial decisions in the matter of employees 

civil servants proven to commit of corruption (analysis decisions number 

244/G/2015/PTUN.Jkt and decision number 69 /G/2016/PTUN.Jkt. 

Judicial decisions shall contain argumentation or reason the judge in judicial consideration 

including court judge administrative may not solely on the basis of intuition or instink alone, 

but should be equipped with science law and should be based on the regulation that exist or 

oppropriate azas-azas common good governance. To reaching a verdict who meet the sensi 

of justice for the parties and the general public. In this case researchers interested to 

scrutinize over the gap law (disparity) between the decision number 244/G/2015/PTUN.Jkt 

and decision number 69/G/2016/PTUN.Jkt by caout judge administrative Jakarta who checks 

and cut on the case. 

This study uses normative research methods that examine the existing library materials and 

see the symptoms that appear in the community. 

The result of this research the authors found the gap law (disparity) both judicial decisions 

state administrative are Jakarta. Which one judicial decisions administrative Jakarta is not 

in accordance whit legislative regulations. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

“KUATKAN DAN TEGUHKAN HATIMU DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, 

BERTINDAKLAH HATI-HATI SESUAI DENGAN SELURUH HUKUM YANG 

TELAH DIPERINTAHKAN KEPADAMU, DAN JANGANLAH MENYIMPANG 

KE KANAN ATAU KE KIRI SUPAYA ENGKAU BERUNTUNG KEMANA PUN 

ENGKAU PERGI”.  
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